
Menimbang 

MENTER! KESEKtl.TAF'! 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN R~PUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 382/MENKES/PER/VI~l9B9 . 

TEN.TANG 
PENDAFTARAN MAKANAN 

I 

MENTERI KESEHATAN REP.UBLIK INDONESIA, 

J 
a. bahwa pendaftaran makanan dise1enggarakan da1am rangka 

me1indungi masyarakat terhadap makanan yang tidak meme~ 
1 nuhi syarat kesehatan d~n unt~k lebih menjamin keamanan 

dan mutu makanan yang beredar; 

b. bahwa dalam.rangk~ menunjang pengembangan industri ma­
kanan, pela~sanaan pendaftaran perlu d{sederhanakan 
tanpa mengabaikan maksud dan tujuan penda .{taran makanan; 

c • . bahwa. sehubungan dengan ,. buruf a dan b tersebut diatas 
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 330/Menkes/Per/XII/ 
1976. tentang _ Wajib Daftar Makanan perlu disesuaikan dan 
diatur kembali dalam Peraturan Menteri 1<.esehatan t ·e.ntang 

j 
Pendaftaran Makanan;·, 

Mengingat .. 1. Undang-Undang Nornor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 

Menetapkan 

' 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 N6mor 131~ Tam-
bahan Lembar.an Negara Nomor 2068); 

2. Peraturan M e nte~i Kesehatan RI Nomor 329/Menkes/Per/ 
. . 
XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan; 

I . . I . 
3. Pera tu ran Menteri Kesehatan -RL Nomor 1 722/Menkes/Per/ 

. I 

' IX/1~88 tentang Bahan Tambahan Makanan. 

M E. M U T U S K A N : 
.•··· i I J 

PERATURAN . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
~ PENDAFTARAN MAKANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

I 

Pasa1 1 
. . 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud ~engan 
a. Makanan adalah · barang yang dimaksudkan untuk dimakan 

atau diminum oleh ·manusia serta ·semua bahan yang digu­

nakan p~da produksi makanan dan minuman. 
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b. Makanan terolah adalah makanan 
ditambah atau tidak dengan bahan 
bahan penolong • 

I 

'· yang d~olah dari bahan baku, 
I 

tamba~an makanan dan/atau 

. c. Pendaftaran ada1ah proses penilaian makanan sebelum men­
; 

dapat persetujuan untuk diedarkan sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. 

d. Perusahaan adalah perusahaan makanan yang menurut ketentuan 

perundang-undangan diwajibkari memiliki izin industri atau 

terdaftar. 

e. Direktur Jender~l adalah .Direktur Jenderal . yan g bertanggung 

jawab · dalam bi dang pendaftaran makanan. 

BAB I I 

PENDAFTARAN . 

Pasal 2 

(1) Produsen atau importir waji~ mendaftarkan makanan yang dipro­

duksi atau diimpor. 

(2) . Produsen atau importir. wajib menjamin keamanan'mutu serta ke ·.:-­

Ler~aran labe1 makanan yang clidaftarkannya. 

?asal 3 

(1) Mak~nan yang wajib didaftarka n adalah makanan terolah· baik 

produksi dalam negeri maupun yan g berasal dari impor yang 

diedarkan dalam kemasan eceran ddn. berlabel~ 

(2) Makanan ~erolah · produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud 
. - i 

. d~. lam ayat (1) adalah makanan yang di proses o;leh perusahaan. 

(3) Makanan terolah yang berasal dari impor harus memenuhi sya­

rat kesehatan serta ketentua n lainnya yang berlaku. 

P a.s a 1 4 

(1) Industri Rumah Tangga yan g sudah mengikuti penyuluhan wajib 
mendaft~rkan mak~~an hasil produksinya, yang· meliputi 

a. susu dan hasil ol ahannya; 
b. makanan · bayi ; , 
c • ma k a n a n · k a 1 e n g ail s t e r i 1 k om e rs i a 1 ; 

d. minuman keras. 

' .. , 
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(2) Industri Rumah Tangga yang belum mengikuti penyuluhari wajib 
mendaftarkan semua makanan hasil produksinya. 

(3) Pelaksanaan.penyuluhan bagi pe~µsahaan m~kanan industri ·· 
rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 

sesuai dengan k~tentuan peraturan ~erundang-undansan yaQg 
berlaku./.: 

Pa·sa·l 5 
•/ 

(1) Makanan yang dibebaskan dari wajib daftar adalah 

a. Makanan terolah yang daya tahannya tidak lebih dari tujuh 
hari pada suhu kamar; · . ·-· .. 

· b • Ma k a n a n t e r a l a h ya n g · d i pro d u k s i o l e h ~ i n d u s t'r i rum a h ta n g g a 

yang sudah. mengikuti plenyuluh.an; 
. •' ., . . . 

c. Makanan terolah berasil dari impor yang merµpakan sumbangan 
kepada Pemerintah Indonesia atau Lembaga Sosial; 

d. Makanan terolah berasal dari imper yang dalam jumlah kecil 
untuk keperl u.an te.rtentu ~· · 

(2) Makanan terolah yang merupakan sumba~gan sebagaimana dimaksu d 
dalam ayat (1) huruf c wajib ~ dinyatakan dengan jelas pad~ wa­
dah atau . pembungk~snya bahwa makanan dimaksud merupak~n sum­
bangan. 

(3) Ma~anan terolah yang diimpor dalam jumlah kecil sebagaimana · 
dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya yang dituju~an untuk: 
a. keperluan pendaftaran pada Dep~rtemen Kesehatan Republik 

Indonesia; 

b. keperluan ilmu pengetahuan; 

c. konsumsi sendiri. 

Pasa 1 6 
Perusahaan yang aka~ · mendaftarkan makanan terolah wajib tel ah 

I ' 

memiliki izin industri a.tau terdaft a r sesuai dengan ket2ntuan 

per~turan peru~dang-undangan yang berlaku. 
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Pas a 1 ·7 · 

Pe rusa haan atau industr,i rumah .. tangga yar;ig mendaftarkan makar:;' n 
•I I 

sebagaimana dimaksud d~lam pasal 3 d~n ·pasal 4 wajib siap untuk 

diperiksa oleh petugas 1yang ditunjuk oleh '.. Direktur .: Jenderal. 

Pas al 8 

(1) Pendaftaran makanqn produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud 

dal,am pasal 3 dan ·pasal 4 harus dilakukan oleh penanggung jawab. 

(2) Pendaftaran ma~anan impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dilaku­
kan . ol eh penanggung jawab im~ortir, atau perwakilan pabrik 

luar negeri di Indonesia yang dit-unjuk atau diberi kuasa : pa­

brik yang bersangkutan. · 

Pasal 9 

Penanggung jawab wajib memberikan keterangan yang benar pada 

0aktu pendaftaran. 

Pasal 10 

Pendaftaran tidak .dipungut biaya dalarn .bentuk apapun. · 

Pasal · 11 
I 

Tata cara pendaftaran di tetapkan oleh Di~ektur Je nderal. 

BAB I II 

PERSETUJUAN PENDAFTARAN 
Pasal 12 

Persetujuan pendaftaran makanan diberikan ole~ .Menteri Kesehatan 
Repub ·lik :Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal ·a.ta·u pejabat 

yan_g ditunjuk. 

Pasa 1 13 

(1) Berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal atau pejabat 

yang ditunjuk menetapkan : 

a. pe rs etujuan pendaftaran ; atau 

b. persetujuan dengan syarat ; atau 
c. penolakan ~enda ftaran • . 

(2) K ep~tusa~ te r hadap permohonan pendaftar a n sebagaimana dimak­
su d dal am ayat (1) diberikan sel~mbat-lambatny~ 3 (tiga) bu­

lan se j a k per~oh6n~n pendafiaran di t erima oleh Direktorat 
J e nde r a l de ng a n menggunakan con t oh form ul i r Ml, M2 atau M3. 



• " . . ' 

MENTER I KESEH/.l.T t-.N 

REPUBLIK lNDONESIA 

* 
- 5 -

Pas a 1:.14 
I 

Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berlaku 

untuk selamanya sep~njapg masih memenuhi persyaratan. 

Pasal 15 

(1) Dalam persetujuan iebagaiman a dimaksud dalam pasal 14 ditetapkan 
label yang boleh d{~unakan . 

J 

(2) Label . makanan terdaftar yang beredar harus sesuai dan tidak bo-
leh m~nyimpang dari label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

Pasal 16 

(1) Makanan yang berdasarkan
1
hasil penilaian mendapatkan persetujuan 

pendaft~ran - dib~rikari nomor pendaftaran. 

· (2) Nomor pendaftaran dalam negeri diberi tanda MD, dan nomor pen­
daftaran impor -diberi tanda ML. 

(3) Nomor~ pendaftaran harus dicantumk~n pada label makanan yang 
bersangkutan sehingga mudah dilihat. 

Pasal ~7 

(1) Setiap 4 (empat} tahun setelah mendapatkan nomor pendaftaran 
pemohon waJib mengirimkan ' laporan kepada D'irektur Je nderal 
atau pejabat yang ditunjuk dengan mengguriakan contcih fcirm~-

1 i r M4. 

(2) Tembusan laporan sebagaimana . dimaksud dala~ ayat (J ) .harus 
. ' 

· .disampa·ikan. kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
d_an Kepala Balai Pemeriksa.an Obat dan Makarl'a~ s·e tempat, 

Pasal 18 

(1) Nomor pendaftaran dapat dicabut apabila 

a. atas permintaan pemohon; 
b. pemohon melanggar pasal 17; 
c. ha sil produksi tid~k me~enuhi syarat lagi . 

(2) Nomor pendiftaran batal apabila : 
a. nama dagang yang digunakan tel ah terdaftar secara sah ·aleh 

perusahaan lain pada De~ar temen Kehakiman; 

b. makanan tersebut tidak . diproduksi lagi .. 
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BAB I \I 

PENILAIAN KEMBALI 
Pas al 19 

Terhadap makanan yang telah mendapat persetujuan pendaftaran 
dapat dilakukan penilai an kembali apabila berdasarkan perkem­
bangan ilmu dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. 

BAB V · 
S A N K S I 

Pas al 20 
(1) P~rLlsahaan atau import~r yang melanggar pasal 9 atau pasal 

15 peraturan ini, atau makanan yang diproduksi atau diedar­
kan ternyata kemudian membahayekan atau mengganggu kesehat­
an, wajib menarik makanan yang bersangkutan dari peredaran 
dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dir~ktur Jenderal atau 
pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan contoh formulirM6. 

(2) Sanksi ·sebaga.imana dimaksud dalam ayat (1) d,itetapkan oleh 
Direktur Jenderal dengan rnenggunakan contoh · formulir M5. 

(31 , Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan produsen atau·irnportir 
tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) akan dikenakan pencabutan nomor pendaftaran atau hukuman 
latn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh formulir M7. 

(5) Keputusan tentang sanksi tersebut diatas diumumkan kepada 

masyarakat luas. 

BAB VI 
KETENTU AN PERALIHAN 

Pasal 21 

(1) Makanan yang telah mendapa t ka n nomor pendaftaran sebelum 
berlakunya peraturan ini masih bol eh beredar selama l 

(satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini. 
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(2 ) Produsen atau importir yang telah memil ~ ki nomor pendaftaran 
wajib dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun menyesuai­
kan dengan peraturan nni. 

. . ! 

:BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
: Pasal 22 

Dengan be~lakunya peraturan m~nteri ini, Peraturan Menteri Kes~­

hatan Nomor 330/Menkes/Per/XII/1976 tentang Wajib Daftar Makanan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 23 
Hal-hal yang belum diatur dalom peraturan ini akan ditetapkan 
lebih lanjut oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 24 
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap Drang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan pehempata nnya dalam Berita Ne­
gara Republik Indonesia. 

J A K A R T A 

2 Juni 1989 

MPH.-
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Formulir Ml 
Lampiran Per aturan Men t er-i KesellatanH) 

N o m or : ~82 /t-'ien. Ke s/ Per /VI/1989 

Tan g g al.J 2 .. Jrn.i ; 1989 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
.. 

REPUBLIK INDORESIA 

_PERSE1UJUAN PENDAFrARAN 

No . . ' ..... . .. . .... . .. . . . 

Sesuai dengan Permenkes No ........... t entang Pcn<laftaran Makanan 
' dan SK Dirjen POM tentang Petunjuk Pelaksanaannya, dengan ini kami 

memberikan .persetujuan pendaftaran makanan dibawah ini : 

1. Nama makanan 

2. Nama dagang 

3. Jenis kemasan 

4a.Nama pabrik/perusahaan 

b-:Alamat 

Sa.Nama perusahaan pemberi 
lisensi/perusahaan asal 

b.Alamat 

6a.Nama importir/perwakilan 
pabrik luar negeri 

b.Alamat 

dengan nomor pendaftaran 

------ - -- - ------- - -------- - ---~-
DEPXES RI 

--------------------------------
dan dengan label seperti terlampir. 

Nomor pendaftaran ini berlaku untuk 1 seterusnya dah dapat dica~u~/ 

dibatalkan -:.seS.uai derig?n ketentuan .. yang'."berlaku. 

Jakarta, . ..................... . 

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Minuman 

NIP. 
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Forrr.ulir M2 

Lc~~pi ran Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

Tanggal 

: 382/Men. Kes/Per/\(I/1989 

: 2 Juni 1989 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI , 

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASA~ OBAT DAN ~NAN 
! 

Jl, Percetakan Negara 23,Tr0mol Pos 143,Jakarta 1~560,Telp 411781;415267. 
=================================~================================================= 

~ 

Nomor 
Lampiran: 
Perihal : Persetujuan dengan syarat Kepada 

' ' 

Penanggung jawab perusahaan/imoortir 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap makanan 

Nama makanan 
Nama dagang 
Jenis kemasan .} 

dengan ini diberi tahukan bahwa pendaftaran ma.~ tersebut mendapat 

persetujuan dengan syarat . . 

Nomor pendaf taran untuk produk tersebut diatas ak~ diberikan kepada 

Saudara, setelah dipenuhi persyarata.i1 berikut : 

Persyaratan tersebut agar dioenuhi selambat-lambatnya tanggal - ••••. / 

Keputusan persetujuan akan k.aJ'Tli beritahukan selambat-lambatnya 

6 bulan sejak tanggal surat 1n1. 

Demikian agar maklum. 

Tembusan : 

1. Kakanwil Depkes RI Propinsi 

2. Ka Balai POM 

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makailan " ·' 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Minuman 

NIP. . ............. . 
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DEPARTEMEN KESEHATAN RI 

Formulir M3 .· 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 

Tanggal 
382/Men.Kes/Per/VI/1989 

2. Juni . 1989 

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN ~AKANAN 
I 

Jl.. Percetakan Negara 23 1Tromol Pos 143, Jakarta 10560, Telp 411781, 415267 
================================================================================== 

Nomor 

Lampi ran 

Perihal .Penolakan pendaftaran Kepada 

Penanggung jawab perusahaan/ 
Importir 

Berdasarkan hasil penilaj:fUl terhadap makanan 

Nama makanan 

Nama dagang 

Jenis . kemas an 
dengan ini diberitahukan bahwa ·pendsftaran makanan terse~ut DITOLAK 

dengan alasan sebagai berikut : 

· .Apabila Saudara masih benninat untuk mendaftarkan makanan tersebut, 

Saudara dapat mengajukan pennohonan kembali dan mengisi Fonnulir 

Permohonan Pendaf taran yang baru dengan memperhatikan alasan peno­

. lakan tersebut diatas. 

Demikian. agar maklum. 

a.n.. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Mimnnan 

Tembusan : NIP. . ......••.•• 

1. Kakanwil Depkes RI Propinsi 

2. Ka Balai I™. 
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Lampiran Peraturan Nenteri Kesehatan RI 
i~omor 

Tange;al 
382/~en.Kes/Per/VI/1989 

: 2 Juni 1989 

NAMA PERUSAHAAN/IMPOR:.! P 
ALAMAT · 

LAPORAN PRODUK MAKANAN 

I 
I 7 .. 

Sesuai l<etentuan :a·:.Jl J Peratur·ar .. Menteri Kesehatan RI N0 .•• 

, ............. ten tang Pe1daftar·an Makanan, dengan ini l<ami sampai-
, 

kan informasi sebagai berl~ut 

----------r----- ·---------~-----------------------------~--------------

' ! Di pr·odul<si/ ! · 
Nama Nomor Pendaftaran ! Diimpor *> Keterangan 

•-----------------------------------• . / . 
HD)ML ! Tanggal ! · Masih/Tidak ! 

Mak an an 
f 

___________________________________ :_. __________________ .!,.. ___________ .,. _ 

' I I • 

I 

I . 

t 

. I 

. I 

-----~-------~--------------------~---~~--------~----------------------

Cata tan 

~D Coret yang tida.k perlu 
Lam~irkan label · makanan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 •••••••••• 

Pe~a~ggung jaw~~' 
I 

.................... 
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Formul i r t15 · 

Lampi r an Pera tu ran Menteri .. Kesehatan RI 
I 

Nomor · · : · 382/J~sn. Kes/Per/V.I/1989 
......... ~.; ~ 

Tan~gal : 2 Juni 1989 · 

DEPARTEr-1EN KESEHATAN RI 

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
Jal an Perce t akan Negara 23,Tromol Pos 143,Jakart~·. 10560,Telp ·411781 ,415267. 

~~~~~:::===~-=;-=~=~====~~===~~~=~~=~~=~~r=====-~=~~=~= 

Perihal Perintah penarikan Kepada 
makanan dari pere-
daran. Penanggung Jawab Perusahaan/ 

Import i r · 

Berydasarkan hasil '. pemeriksaan/pengujian yang dllak~kan oleh 
BPOM .............................. 
ternyata makanan, 
nama mak~nan : 
nama dagang 
kode produksi 
nomor pendaftaran 
melanggar ketentuan Peratur'll.n/Keputu_sa.n Menteri Kesehatan/Kepu­
tusan Direktur Jenderal ten tang ~ ••••••••••••••••• nomor ••. · .••. ~:-
. . . .. . . . . . . . . . . . pa.sa 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Oleh Karena itu Saudara Kami perintahkan : 
· 1. tidal{ lebih dari 2 bulan setelah tanggal surat ini <cap pos) 

aciar : 

Tembu?an : 

a: tel ah . sel~sai melakukan penaiikan kembali makanan tersebut 
di atas dari peredaran, dan 

b. melaporkan hasil pelaksanaan oenarikan makanan tersebut 
kepada l<ami dengan menggun.akan/: contoh formulir M 6. 

- - I . - ~-~ :. . r.. . 
2 .• terhadap 

perbaikan 
Balai POM 

makan~n yang . dita~lk dari ~eredaran supaya .dilakukan . 
label/pemusnahan dengan disaks ik an oleh petugas 

setempat. · 

Demikian untuk dilaksanakan. 

1 • Ka.I< anw i 1 Depl< es . RI , 
Direl<t~r Jen~era.1 Pengawasan 
-. · . .,Oba t dan Mak a.'n an 

di seluruh Indonesia 
2.Ka ·Bal a.i POM 

di seluruh Ind6nesia 

. a. n. 

Kepa.la Dir~ktorat Penga.wasan 
Makanan dan Minuman 

NIP 
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' ' ' ' ~ 

· L=:i:ir:pir'~"'l :?±a.turan Menfar i Kesehatnn RI 
Hamor : 382/Men. Kes/Per/VI/1989 
Tanggal : 2 Jun i 1989 

NAMA PERUSAHAAN/!MP ORTIR 

> 

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEN~Ril<AN 
MA~(ANAN DARI PEREDARAt,j 

----.-------1-----------'---~----l------

S(~suai denga.n sur· .:oi. per i rt t a.h _: nOrnor .• .................... . 
tanggaJ 

I 
................. tentang penarikan dari peredaran 

n arna rnal< a nan 
I 

narna dagang 
:. J 

~:ode pr· odu I< s i 
I 

dengan ini karni laporkan 

1. Jurnlah yang diproduksi 

2. Jumlah yang sudah diedarkan 
hingg~ tanggal •••••••••••• 

3. Jumlah tc•tal yang di tarU~ 
peredaran hingga tang-,,.. dari 

gal ................ • ......... . 
denga~ ' rincian ·sebagai - berikut 

' . . . . --
----------------------------------~------------------------------
! ;:;· Nama Pe~>-:~ t ur·/Pei-1gecer ! A ~ a m a t · ! , . · Jurnl ah ! 
--~----~----~--------~----~-~----i----~--~------------------~~~--

" '• ; . I 

, , 

-----~----~~-----~----~-----------------------------------------
Ter h ada.p t!.

0

mal~an.a.n tersebut tel ah di 1 al<ul<ar1 perbaikan 1 abeli'pernus:.-
nahan denga.'n .. aisal~si~ .an oleh · petugas BPOM · •••••••• ~ ••••••••••••••••• 

• .-; .• . '. ...~ ,; • . L'. ' • lo .... • .. 'I ..... a a , • •:'• •• ~ ., ~ a a a .• 

Tembusari 

l .Kal<anwi l 
Pr·c•pi nsi 

2.Ka.Balai 

Depkes RI ....... • ... 
PDM ••••••• 

........................ 19 

Penanggung jawab 

a • a a a a a a a a a a a I a a a 
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DEPA~TEM'.2?~ !<'FSEHATAN RI 

Formul ir M) 

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatun RI 

Nomor 

TanggaJ 
332/Men .Kes/Per/V]/1939 

. 2 Juni • · 193g 

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAi\J 
I 

Jl. Percetakan Negara 23,Tramol Pos 143,Jakarta/ 10560, Tel~ 411781,415267 
======================================================~F========================== 

Nomor 

Lampi ran 

Perihal Pencabutan Nomor 
Pendaftaran Kepada 

Penanggung jawab Perusahaan/ 

Impo:r:tir 

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengi.lj.ian yang dilakukan oleh 
BPOM ••••••••••••••.••..•. c ~ ••••••••••••• 0 • D • " • 

temyata makanan, 
Nama makanan 
Nama dagang 
NoP.lor batch 
Nomor pendaf taran 

melanggar ketc:atuar1 Peraturan/J~-eput-Ll.s211 1''.enteri Kesehatan/Keputusan 
Direktur Jenderal POM tentang ......••.••.•• • . . . . . nornor ..••••••.• 
pasal ....................... . 

Oleh karena i tu No. Penda£taran f.ID/ML . :.; .... : . . . . . yang 
tel ah _ di: berikan terhadap produk terse but di atas · di cabut 
dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sej ak tangga~- s11rat ini. 

Selanjutnya Saudara ' di ~ perintahkan : 
1. tidak lebih dari 2 bulan setelah tanggal surat ini (cap pos) 

agar : 

a. telah selesai rnelakukan penarikan kernbali makanan tersebut 
diatas dari ueredaran, dan 

b. rnelaporkan hasil pelaksanaan penarikan rnakanan tersebut ke­
pada kami dengan menggunakan contoh Formuliir M 6 • 

. · .. :... 

2. Terhadap rnakanan yang ditarik dari peredaran supaya dilakukan 
pernusnahan dengan disak.sikan oleh petugas Balai POM setempat. 

Dernikian untuk dilaksm1akan. 

Ternbusan : 

1. Kakanwil Depkes RI 
aiseluruh Indonesia 

2. Ka Balai POM 
diseluruh Indonesia 

3. G AP MM I 
4. Yayasan Lernbaga konsumen. 

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat· dan Maka.nan 

Kepala Direktorat Pengawasan 
·Maka.nan dan Minuman 

NIP. 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U- 1 

PERATURAN HENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 382/MENKES/PER/VI/1989 
TENT.A.NG 

rJNDAFTARAN t.iAKANAN 

MENTER! KESEHATA.N REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : -a. bahwa pendaftaran maka.1an dise­
lenggarakan dalam rangka melin­
dungi masyarakat terhadap makan­
an yang tidak memenuhi syarat 
kesehatan dan untuk lebih menja­
min keamanan dan mutu makanan 
yang beredar ; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangka menunjang pe­
ngembangan industri makanan, pe­
laksanaan pendaftaran perlu di­
sederhanakan tanpa mengabaikan 
maksud dan tujuan pendaftaran 
makanan . 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a 
dan b tersebut diatas Peraturan 
Menteri Kesehatan RI Nomor 330/ 
Menkes/Per/XII/1976 tentang Wa­
j ib Daftar Makanan perlu disesu­
aikan clan diatur kembali dalam 
Peraturan Menteri Kesehatan ~en­
tang Pendaftaran Makanan. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 
tentang Pokok-Pokok Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1960 No­
mor 131, Tambahan Lembaran Nega 
ra Nomor 2068); -

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI 
Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 
tentang Produksi dan Peredaran 
Makanan ; 
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WARTA PERUNDAi'JG-UNDANGAN U-2 

Menetapkan 

3. Perat uran Menteri Kesehatan RI No­
mor 722/Menkes /Per/IX/1988 tentang 
Bahan Tambahan Makanan. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK 
INDONESIA TEN-TANG PENDAFTARAN MAKANAN, 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud de­
ngan : 

a. Makanan adalah barang yang dimak -
sudkan untuk dimakan atau diminum 
oleh manusia serta semua bahan 
yang digunakan pada produksi makan 
an dan minuman. -

b. Makanan terolah adalah makanan 
yang diolah dari bahan baku, di­
tambah atau tidak dengan bahan tam 
bahan makanan dan/atau bahan peno:;:-
long. . 

c. Pendaftaran adalah proses penilai­
an makanan sebeluJTl mendapat perse­
tujuan untuk diedarkan sesuai de­
ngan ~riteria yang ditetapkan. 

d. Perusahaan adalah perusahaan makan 
an yang menurut ketentuan perundang 
undangan diwajibkan memiliki izin 
industri atau terdaftar. 

e. Direktur Jenderal adalah Direktur 
Jenderal yang bertanggung j awab 
dalam bidang pendaftaran makanan. 



.. 

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-3 

BAB II 
P E N D A F T A R A N 

Pasal 2 

(1) Produsen atau importir wajib mendaft~rkan 
makanan yang diproduksi atau diimpor. 

(2) Produsen atau importir wajib menjarnin keaman 
an rnutu serta kebenaran label makanan yarig 
didaftarkannya. 

Pasal 3 

(1) Makanan yang wajib didaftarkan adalah makan­
an terolah baik produksi dalarn negeri maupun 
yang berasal dari impor yang diedarkan dalarn 
kemasan eceran dan berlabel. 

(2) Makanan terolah produksi dalarn negeri seba­
gaimana dimaksud dalarn ayat (1) adalah makan 
an yang diproses oleh perusahaan. 

(3) Makanan terolah yang berasal dari impor ha­
rus memenuhi syarat kesehatan serta ketentu­
an lainnya yang berlaku. 

Pasal 4 

(1) Industri Rumah Tangga yang sudah mengikuti 
penyuluhan wajib mendaftarkan makanan hasil 
produksinya, yang meliputi : 

(2) 

(3) 

a. susu dan hasil olahannya ; 
b. makanan bayi ; 
c. makanan kalengan steril komersial 
d. minuman keras. 
Industri Rumah Tangga yang belum mengikuti 
pen}uluhan wajib mendaftarkan semua makanan 
hasil produksinya. 
Pelaksanaan penyuluhan bagi perusahaan makan 
an industri rumah tangga, sebagaimana dimak:-
sud dalam ayat (1) dan (2) sesuai dengan ke­
tentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-4 

Pasal 5 

(1) Makanan yang dibehaskan dari waj ib 
adalah : 

daftar 

a. Makanan terolah yang daya tahannya tidak 
lebih dari tujuh hari pada suhu kamar ; 

b. Makanan terolah yang diproduksi ol eh in­
dustri rumah ta1igga yang sudah mengikut i 
penyuluhan ; 

c . Makanan terolah berasal dari impor yang 
merupakan sumbangan kepada Pemerintah In­
donesia atau Lembaga Sosial ; 

d. Makanan terolah berasal dari imper yang da 
lam jumlah kecil tintuk keperluan tertentu:-

(2) Makanan terolah yang merupakan sumbangan se­
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c 
wajib dinyatakan dengan jelas pada wadah atau 
pembungkusnya bahwa makanan dimaksud merupa­
kan sumbangan. 

(3) Makanan terolah yang diimpor dalam jumlah . 
kecil sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) hu­
ruf d hanya yang ditujukan untuk : 

a. keperluan pendaftaran pada Departernen Ke­
sehatan Republik Indonesia 

b. keperluan ilrnu pengetahuan 
c. konsurnsi sendiri. 

Pasal 6 

Perusahaan yang akan mendaftarkan makanan ter­
olah wajib telah merniliki izin industri atau ter­
daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perun 
dang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 . 

Perusahaan atau industri rurnah tangga yang mendaf 
tarkan rnakanan sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 3 
dan pasal 4 wajib siap untuk' diperiksa oleh petu­
gas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. 
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Pasal 8 

(1) Pendaftaran makanan produksi dalam negeri 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pa­
sal 4 harus dilak~kan oleh penanggung jawab. 

(2) PendaftarC1.J1 makana.1 imper sebagaimana dimak­
sud dalam pasal 3 harus dilakukan oleh pe­
nanggu.1g j awab impo1·tir, G:.tau perwa.~<ilan 
pabrik luar negeri di Indonesia yang ditun­
juk atail diberi kuasa pabrik yang bersang -
kutan. 

Pasal 9 

Penanggung jawab wajib memberikan 
yang benar pada waktu pendaftaran. 

keterangan 

Pasal 10 

Pendaftaran tidak dipungut biaya dalam 
apapun. 

Pasal 11 

bentuk 

Tata cara pendaftaran di tetapkan oleh Direktur 
Jenderal. 

BAB 
PERSETUJUAN 

III 
PENDAFTARAN 

Pasai 12 

Persetujuan pendaftaran rnakanan diberikan oleh 
Menteri ·Kesehatan Republik Indonesia dalam h~l 

ini Direktur Jenderal atau pejabat yang ditun -
juk. 

Pasal 13 

(1) Berdasarkan hasil penilaian Direktur Jende­
ral atau pejabat yang ditunjuk rnenetapkan 

a. persetujuan pendaftaran; atau 
b. persetujuan dengan syarat ; atau 
c. penolakan pendaftaran. 
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(2) Keputusan terhadap permohonan pe~daftaran se­
bagaimana dimaksud dal am ayat (1) diberikan 
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak per -
·mohona.~ pendaftaran diterima oleh Direktorat 
.Jen:"eral dengan menggunakan contoh formulir 
Ml, M2 atau M3. 

Pasal -14 

Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud da­
lam pasal 13 berlaku untuk selamanya sepanjang 
masih memenuhi persyaratan. 

Pasal 15 

(1) Dalam persetujuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 14 ditetapkan label yang boleh diguna­
kan. 

(2) Label makanan terdaftar yang beredar harus 
sesuai dan tidak boleh menyimpang dari label 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 16 

Makanan yang berdasarkan, hasil penilaian men 
dapatkan persetujuan pendaftaran diberikan -
nomor pendaftaran. 
Nomor pendaftaran dalam negeri diberi tanda 
MD, dan nomor pendaftaran impor diberi tanda 
ML. . 
Nomor pendaftaran harus dicantumkan pada la­
bel makanan yang bersangkutan sehingga mudah 
dilihat. 

Pasal 17 

(1) Setiap 4 (empat) tahun setelah rnendapatkan 
nomor pendaftaran pemohon wajib mengirimkan 
laporan kepada Direktur Jenderal atau pejabat 
yang ditunjuk dengan menggunakan contoh for­
mulir M4. 
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(2) Ternbusan laporan sebagairnana dirnaksud dalam 
ayat (1) harus disarnpaikan kepada Kepala Kan 
tor Wilayah Departemen. Kesehatan dan Kepala 
Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat. 

Pasal 18 

(1) Nomor p~.1daftaran dapat dica.but apaoila 

a. atas permintaan pemohon ; 
b. pemohon melanggar pasal 17 ; 
c. hasil produksi tidak memenuhi syarat lagi. 

(2) Nomor pendaftaran batal apabila : 

a. nama dagang yang digunakan telah terdaf -
tar secara sah oleh perusahaan lain pada 
Departemen Kehakiman ; 

b. makanan tersebut tidak diproduksi lagi. 

BAB 
PENILAIA .. ~ 

Pas al 

IV 
KEMBALI 

19 

Terhadap makanan yang telah mendapat persetujuan 
pendaftaran dapat dilakukan penilaian kembali 
apabila berdasarkan perkembangan ilmu dan tekno­
logi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. 

BAB V 
S A N K S I 

Pasal 20 

(1) Perusahaan atau importir yang melanggar pa­
sal 9 atau pasal 15 peraturan ini, atau ma­
kanan yang diproduksi atau diedarkan ternya­
ta kemudian membahayakan atau mengganggu ke­
sehatan, wajib menarik makanan yang bersang­
kutan dari peredaran dan melaporkan pelak -
sanaannya kepada Direktur Jenderal atau pe­
j abat yang ditunjuk dengan menggunakan con -
toh formulir M6. 
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(2) Sanksi sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) di 
t et apkan oleh Direkt ur Jenderal dengan meng -
gunakan contoh f ormulir MS. 

(3) J i ka dalam j angka waktu 2 (dua) bulan produ -
sen atau irnportir :31ak melaksanakan sanksi 
s ebaga imana dimaksud dal arn ayat (1) akan di-
kenakan pencab11tan nomor pendaftaran atau 
hukurnan lain sesuai dengan ketentuan peratur­
an perundang-undangan yang berlaku . 

(4) Sanksi sebagaimana dirnaksud dalam ayat (3) di 
tetapkan oleh Direktur Jenderal dengan meng -
gunakan contoh formulir M7. 

(5) Keputusan tentang sanksi ter sebut diatas di­
umumkan kepada masyarakat luas. 

BAB 
KETENTUAN 

Pas al 

VI 
PERAL I HAN 

21 

(1) Makanan yang telah rnendapatkan nornor pendaf -
taran sebelum berlakunya peraturan ini masih 
boleh beredar selarna 1 (satu) tahun· sejak ber 
lakunya peraturan ini. -

(2) Produsen atau importir yang telah rnerniliki 
nomor pendaftaran wajib dalam waktu selambat­
lambatnya 1 (satu) tahun ·menyesuaikan dengan 
peraturan ini. 

BAB 
KE TEN TUAN 

Pas al 

VII 
PENUTUP 

22 

Dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peratur­
an Menteri Kesehatan Nomor 330/Menkes/Per/XII/ 
1976 tentang Wajib Daftar Makanan dinyatakan ti­
dak berlaku lagi. 

Pasal 23 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini 
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jende­
ral. 
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Pasal 24 

Peraturan ini ·mulai berlaku sejak tanggal dite­
tapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peratur~n Menteri ini dengan penern 
patannya dalarn Berita Negara RepublH: Inci.onesia: 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

JAKARTA 

2 Juni 1989 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

Dr. ADHYATMA, MPH. 

1 
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Formulir Ml 
Lampi ran Peraturan Menteri Kesehatan R.I 

U-10 

fomor 382/Men.Kes/Per/VI/1989 
Tanggal : 2 Juni 1989 

PERSETUJUAN PENDAFTARAN 

No. . ..... -" .. ' .': .... ... .. ~ 
Sesuai dengan Permenkes No ••••••• tentang 
taran Makanan dan SK Dirjen POM tentang 
Pelaksanaannya, dengan ini kami memberikan 
juan pendaftaran makanan dibawah ini : 

1. Nama makanan 
2. Nama dagang 
3. Jenis kemasan 
4a. Nama pabrik/perusahaan 
b. Alamat 

Sa. Nama perusahaan pemberi 
lisensi/perusahaan asal 

b. Alamat 
6a. N~~a importir/perwakilan 
b. Alamat 

dengan nomor pendaftaran 

DEPKES RI 

dan dengan label seperti terlampir. 

r'endaf -
Petunjuk 
persetu-

Nomor pendaftaran ini berlaku untuk seterusnya 
dapat dicabut/dibatalkan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

dan 

Jakarta, ................. e ••••• 

A.n. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Minuman 

NIP. 
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WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 

Formulir M2 
Lcµnpiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I 

Nomor : 382/Men.Kes/Per/VI/1989 
Tanggal: 2 Juni 1989 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI 

U-11 

DIREKTORAT JENDERAL i:'.CNGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
Jl. Percetakan Negara 23, Tromol Pos 143, 

."!"ak~rta 10560, Telp A-11781.; 415267 
=========~====================================== 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal Persetujuan 

dengan syarat 
Kepada 
Penanggung jawab peru­
s ah aan/ import i r 

Berdasarka.1 hasil nenilaian terhadap makanan : 
Nama makanan 
Nama dagang 
Jenis kemasan 

dengan ini diberitahukan bahwa pendaftaran makan 
an tersebut mendapat persetujuan dengan syarat. 
Nomor pendaftaran untuk produk tersebut diatas 
akan diberikan kepada Saudara, setelah dipenuhi 
persyaratan berikut : 

Persyarat~~ tersebut aga~ dipenuhi selambat-lam­
batnya tanggal •••••• /Keputusan persetujuan akan 
kami beritahukan selambat-lambatnya 6 bulan se­
jak tanggal surat ini. 
Demikian agar maklum. 

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Tembusan : 

1. Kakanwil Depkes RI 
Propinsi 

2. Ka Balai POM. 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Minuman 

NIP. 



\(iRTA PERUNDANG-UNDANGAN 

Formulir M3 
Lampi ran Peraturan Menter i Kesehatan RI 

Nomor : 382/Men,Kes/Per/VI/1989 
Tanggal : 2 J un i 1989 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI 
DIREl:TORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 
Jl. Percetakan Negara 23 , Tromol Pos 143, 

Jakarta 10560, Telp 411781, 415267 
. . . 

U-12· 

=================================================== 
Nomor 
Lampi ran 

·Perihal Penolakan 
pendaf taran 

Ke pad a 
Penanggung jawab perusa­
haan/Importir 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap makanan : 
Nama rnakanan 
Narna dagang 
Jenis kernasan 
dengan ini diberitahukan bahwa pendaftaran makanan 
tersebut DITOLAK dengan alasan sebagai berikut : 

Apabila Saudara rnasih berrninat Ulatuk rnendaftarkan 
makanan tersebut, Saudara dapat rnengajukan perrno -
honan kembali dan rnengisi Formulir Perrnohonan Pen­
daftaran yang baru dengan rnernperhatikan alasan pe­
nclakan ter;;e:but diatas. 
Dernikian agar rnaklurn. 

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Minurnan 

Tembusan : 
1. Kakanwil Depkes 

RI Propinsi 
2. Ka Balai POM. 

NIP. . ........... . 



• 
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Formulir M4 
Lampi ran Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 382/Men.Kes/Per/VI/1989 
Tanggal: 2 Juni 1989 

NAMA PERUSAHAAN/IMPORTIR : 
AL AMAT 

LAPOR.\N PRODUK ~tAKANAN 

U-13 

Sesuai ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No •••••••••• tentang Pendaftaran 
Makanan, dengan ini kami sampaikan informasi 
sebagai berikut 

Nomor Pendaftaran Diproduksi/ 
Nama Diimpor *) . 

MD7ML Keterangan Mak an an T~nggal Masih/Tidak 

I 

Catatan : •••••••••••• , 19 •••••••• ••• 

*) Coret yang tidak perlu 
Lampirkan label makanan 

Penanggung jawab, 

.. ~ ............ . 
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WARTA PERUNDANG-UNDANG~' lJ-14 

Formul i t· 115 

Lampi r an PcDturan Mcnteri Kcschatan RI 
Nomor 3fl2/Hen.Kes /Per/VI/191:9 
Tanggal : 2 J uni 1989 

DEPARTE•IEN i:ESEllATAN RI 
DlltE KTOllAT J[:NDERAL PfNGAt;;,sAN OUA1· IJAN llAKA~AN 

J ::.lan Percetakan Negar a 23, Tromol Pos 143, Jakarta 10560, 
Telp. 411781 , 415267 

Nomor 
Lampiran : 
Per ihal 

Tembusan : 

Perin t ah pcnarikan 
makanan dari pere­
dar an. 

.Kepada 

Pen anggung Jawab Pcrusahau n/ 
lmportir 

lierda sarkan hasil pemeriksaan/penguji an yang di- I 
lakukan oleh Bl'OM •• •••••••• • ••••• ternyata makanun , 

nama makana:: I 
nama dagang f 
kode produksi -
nomor pendaftaran j 
me lan::gar ketentuan Peraturan/Keputusan t.lenteri Kese- I 
hatan/Keputusan Direktur Jenderal tentung ••••••••••• ! 
nomor ••.••.•••• , . . • • • • • • . . • pasal • • • . • • • • • • • • . • . ! · 

Oleh karena itu Saudara l:ami perintahkan : 

1. tiduk lebih Jari 2 bul:m setelah tanggal surat ini 
(cap pos) agar : 

a. telah selesai melakukan pcnarikan kembali m'lkan 
an tersebut di atas dari peredaran, dan -

b. melapork:m hasil pelaksanaan penarikan makanan 
tersebut kepn•la !<~Mi dengan menggunaknn contoh 
formulir 11 6. 

2. terhada;> mukanan )'ang ditarik dari peredaran supa­
ya dilakukan pcrhaikar. Jabcl/pemusnahan dengan di 
saksikan oleli petugas Balai PCJl.1 setempa.t. 

Dcrui ki::m untuk dilaksanakan. 

i 
I •·· 

a.n. llirektur Jenderal Pengawasan l 

l. Kakanwi l Depkes RI 
di Seluruh Indonesia 

Obat dan ~1akanan , 
Kepala Direktorat · Pengawasan ~ 

M<ikanan dan ~1inuman i 
2. Ka llnlai PO!>I 

di seluruh Indonesia 

NIP. 

i : 



WARTA PERUNDANG-UNDANGAN 

Forrnulir M6 
Larnpiran Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nornor : 382/Men.Kes/Per/VI/1989 
Tanggal: 2 Juni 1989 

NAMA PERUSAHAAN/IMPORTIR 
A L A M A T 

U-15 

L.\PORAN HASIL f"i3LAKSANAAN PENARIKAN 
MAKANAN DARI PEREDARAN 

Sesuai dengan surat perintah Nornor ••.••••• 
tanggal ••••••••• tentang penarikan dari pere -
daran : 
narna rnakanan 
nama dagang 
kode produksi 
nornor pendaftaran 
dengan ini karni laporkan 
1. Jurnlah yang diproduksi 
2. Jurnlah yang sudah di­

edarkan hingga tanggal 
3. Jurnlah total yang ditarik 

dari peredaran hingga tang-
gal ......... e ••••••••••••• 

dengan rincian sebagai berikut: 

Narna Penyalur/Pengecer Ala~at Jumlai1 · 

Terhadap makanan' tersebut telah dilakukan per 
baikan label/pemusnahan dengan disaksikan oleh 
petugas BPOM .................................... . 

Ternbusan : 

1. Kakanwil Depkes RI 
Propinsi ••••••.• 

2. Ka Balai POM 

• • • • • • • • • • • • 0 ••••• ' ' 19 

Penanggung Jaw ab 

................ 
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For:nulir ~17 

Lampi ran Peraturan t :~nteri Kesehatan RI 
Nomor 382/Mcn.Kes/Per/Vl/1989 
Tanggal: 2 Juni !989 

DEPARTHIEN KESEllATAN RI 
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKA.~AN 

Jalan Pcrcetak:m Negara 23, Tromol Pos 143, Jakarta 10560 
Tclp. 411781, 415267 

Nomor 
Lampi ran 
Perihal Pencabutan Nomor 

Pendaftaran. 
t:epada 

Penanggunc Jawab Perusahaan 
/Importir 

Bcrdasarkan hasil pemcriksaan/pengujian yang 
dilakukan olch BPC»I ••••••• • ••• tcrnyata makanan, 

Nama makanan 
Nama dagang 
Nomor batch 
Nomor pcndaftnran 
mclnnggar ketcntuan Peraturan/Kcputusan Menteri 
Kcschatan/Keputusan IJirekt:ur Jendcral l'oM ten-
tang •.••.••••• nomor ••.•.•••.•• pasal ••• • •••• 

Olch karena itu No. Pendaftaran MIJ/ML .•.•• 
yanr, tclah diberikan tcrhadap produk tcrsebut di 
atas di cabut dan dinyatakan tidak berlaku ter­
hitung sejak tanggal surat ini. 
Selanjutnya Saudara di pcrintahkan 
1. tidak lebih dari 2 bulan setelah tanggal surat 

ini (cap pos) agar : 
a. te:lah selesai mclakukan penarikan kembali 

ma!.=-::! u1. tcrschut Jiatas d;n: ;~:.:l'cJuran, <lan 
h. 111claporko.1n hasil pclaks:.ma:m pcrwrlkan ma­

kanan tersebut kepada kami dengan mengguna­
kan contoh Formulir ti 6. 

2. Terhndap mnkanan yang ditarik dari pereJaran 
supaya dilakukan pemusnahan dengan disaksikan 
oleh petucas Balai PO~~ setempat. 

Dcmikian untuk dilaksanakan. 
i Tembusan 

1. Kakanwil Depkes Rl 
di seluruh Indonesia 

a.n. Direktur Jendcral Pcnga1<asan j 
Obat daa Makanan 

2. Ka Balai POH 
di seluruh Indonesia 

3.GAPM~li 

4. Yayasan Lembaga konsumen 

Kepala Direktorat Pengawasan 
Makanan dan Minuman 

NIP. 


